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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Kota Bogor;



Mengingat

: 1.

bahwa berkenaan dengan adanya Izin Praktek
Psikologi Klinis, Izin Praktek Fisikawan Medis,
Izin Praktek Teknis Pelayanan Darah, dan Izin
Praktek Teknis Elektromedis, serta perubahan
nomenklatur Susunan Organisasi
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor, maka pelimpahan
kewenangan pelayanan perizinan
dan non perizinan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan  Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 90, Tambahan Ilembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);



10.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 39);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pelayanan  Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  Bidang
Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1238);
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11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1070)

Peraturan  Menteri Agraria dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1022);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1011);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan
Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan  Gedung  Melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 917);

Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup
dan Kehutanan Nomor
P.22 /Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);



